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SIDANG LANJUTAN KASUS KORUPSI PENGADAAN GAS ALAM CAIR
Terdakwa kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquifi ed Natural 
Gas (LNG) Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan berjalan usai 
menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (26/2). Si-
dang tersebut beragendakan mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut 
Umum atas eksepsi terdakwa.

Angket Jangan Cuma untuk Pilpres,
Kecurangan Luar Biasa Justru di Pileg

J A K A R TA  ( I M ) 
- Peng amat politik dari 
Universitas Hasanuddin, 
Ali Armunanto, menyor-
oti wacana sejumlah pihak 
yang ingin mengajukan hak 
angket DPR terkait dugaan 
kecurangan Pemilu 2024. 
Menurut Ali, hak angket 
DPT jangan Cuma untuk 
Pilpres 2024 saja. Hak ang-
ket juga harus menyasar 
Pileg.

"Kalau yang diwa-
canakan adalah kecurang-
an Pemilu, maka tentu 
harus menyasar semuanya, 
baik pemilu DPR, DPRD 
Provinsi, DPRD Kabupat-
en/Kota dan juga Pilpres, 
gitu ya, tentu ini juga harus 
diwacanakan," kata Ali Ar-
munanto, saat dihubungi, 
Senin (26/2).

Menurutnya, isu kecu-
rang  an justru banyak didu-
ga dilakukan oleh sejumlah 
partai politik. Justru jika 
hak angket hanya menyasar 
Pilpres, maka menurutnya 
akan menimbulkan per-
tanyaan.

"Tentu kalau dilaku-
kan secara parsial hanya 
Pilpres, tentu ini kan me-
nimbulkan pertanyaan, 
ada apa? Kenapa Pilegnya 
juga tidak ditanyakan? Toh 
kecurangan-kecurangan 
Pemilu yang luar biasa 
justru terjadi di Pileg," 
kata Ali.

I a  mencontohkan 
misal nya kecurangan pada 
Pileg adalah politik uang 

pada pemilihan legis-
latif  di tingkat DPRD 
provinsi maupun kota. 
Justru, menurutnya jika 
DPR hanya memperso-
alkan hasil Pemilu Pre-
siden saja akan terkesan 
politis.

"Misalnya money 
politik itu yang terjadi 
secara vulgar itu di Pileg, 
ter utama di DPRD Kota 
dan DPRD Provinsi. 
Tentu ini juga harus di-
usut juga gitu, jangan 
hanya Pilpres saja. Kare-
na kalau hanya Pilpres 
kesan politisnya, atau ke-
san Pilpres ini dijadikan 
komoditas politis terlalu 
kelihatan gitu kesannya," 
ka tanya.

Ali mencurigai isu 
hak angket DPR ini 
rentan dijadikan alat 
untuk tawar menawar 
kekuasaan. Sebab menu-
rutnya ada sejumlah par-
pol yang diduga terkait 
dengan isu kecurangan 
Pemilu.

Oleh karenanya, ia 
mendorong, agar adil, 
maka harus diusut hak 
angket untuk Pilpres 
dan Pileg.

"Jadi mestinya kalau 
mau dilakukan ya harus 
adil, tapi memang ya 
saya men curigai ini ha-
nya seba gai strategi un-
tuk dijadikan sebagai alat 
tawar dalam bargaining 
politik pasca Pemilu," 
katanya.  han

KPK Sita Rumah Mewah hingga
14 Ruko Milik Andhi Pramono di Batam

JAKARTA (IM)  - 
Ko  misi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) menyita 
rumah mewah hingga 
14 ruko milik mantan 
Kepala Bea dan Cukai 
Makassar, Andhi Pramo-
no,  di kawasan Kepulau-
an Ria.

Andhi dan keluarganya 
memang berdomisili dan 
pernah bertugas di Bea 
Cukai Batam, Kepulauan 
Riau.

“(Aset-Aset yang disi-
ta) Diduga milik tersang-
ka Andhi Pramono yang 
berlokasi di Kota Batam, 
Kepulauan Riau,” kata Juru 
Bicara Pe nin dakan dan 
Kelembagaan KPK Ali 
Fikri,  Senin (26/2).

Sejumlah aset yang 
disita itu antara lain, satu 
bidang tanah dan ba-
ngunan dengan luas 840 
me ter persegi yang terle-
tak di Komplek Grand 
Summit at Southlinks, 
Ke lurahan Tiban Indah, 
Ke camatan Sekupang, 
Ko ta Batam.

Kemudian, satu bidang 
tanah berikut bangunan 
di atasnya di perumahan 
Center View Blok A No-
mor 32 Kota Batam, satu 
bidang ta nah seluas 1.674 
meter persegi di Kelurahan 

Batu Besar, Kecamatan 
Nongsa, Kota Batam.

Lalu, 14 ruko di Tan-
jung Pinang juga disita 
penyidik. Ali menye-
but, dalam proses upaya 
paksa penyitaan terse-
but penyidik melibatkan 
Kepala satuan Tugas 
(Kasatgas) Pengelola Ba-
rang Bukti KPK Ahmad 
Budi Ariyanto.

“Dalam rangka un-
tuk menjaga dan pera-
watan aset sitaan serta 
ke lancaran koordinasi 
de ngan pihak terkait 
lain nya,” tutur Ali.

Aset-aset  Andhi 
Pramo no itu bakal diba-
wa ke peng adilan un-
tuk dibuktikan se bagai 
barang-barang hasil ko-
rupsi dan bentuk tindak 
pidana pencucian uang 
(TPPU).

“Sehingga dapat di-
rampas dalam rangka 
asset reco very,” kata Ali.

Dalam perkara ini, 
Andhi didakwa mene-
rima gratifi kasi senilai 
Rp 58,9 miliar terkait 
pengurusan kepabean-
an ekspor dan impor. 
Uang itu diduga diteri-
ma ketika ia menjadi 
pegawai Bea dan Cukai. 
 mei

Kubu Prabowo Mulai Dekati
Parpol Pengusung Ganjar dan Anies

JAKARTA (IM) - Kubu 
Ca lon presiden (capres) 
dan calon wakil (cawapres) 
no mor urut 2, Prabowo 
Subianto - Gibran Rakabu-
ming Raka, mulai melaku-
kan pendekatan kesejumlah 
partai politik (parpol) peng-
usung  capres) dan cawapres 
nomor urut 1,  Anies Baswe-
dan - Muhaimin Iskandar,  
ser ta capres-cawapres no-
mor urut 3, Ganjar Pranowo 
- Mahfud MD.

Parpol-parpol tersebut 
di ajak bergabung dalam 
pemerintahan mendatang. 
Cuman, komunikasi yang di-
jalin masih pada layer kedua, 
sehingga belum menyentuh 
level ketua umum.

 “Tapi itu masih sebatas 
obrolan warung kopi. Biasa-
nya obrolan seperti ini men-
jadi bahan yang memuluskan 
kalau para ketum nanti me-
mang memutuskan untuk 
bergabung bersama-sama,” 
ujar Anggota Dewan Pakar 
Tim Kampanye Nasional 
(TKN), Dradjad Wibowo, 
kepada wartawan,  Senin 
(26/2).

Menurut Dradjad, pen-
de katan dilakukan untuk 
me realisasikan janji Prabo-
wo yang selalu disampaikan 
da lam kampanye maupun 
debat capres, yaitu bakal 
men jadi presiden untuk se-
mua masyarakat Indonesia.

“Beliau juga mengatakan 
kalau beliau yang diberi 
mandat dari pesaingnya 
siapa saja yang terbaik kalau 
mau berkontribusi beliau 
akan sangat welcome. Itu un-

tuk membuktikan apa 
yang beliau sampaikan. 
Karena memang beliau 
serius dengan apa yang 
beliau sampaikan,” kata 
Dradjad.

Dra jad mengakui 
bahwa pendekatan yang 
dilakukan pihaknya masih 
tahap awal,  dan belum 
mengerucut pada kepu-
tusan yang serius. Sebab, 
saat ini berbagai elite par-
pol masih memikirkan 
perolehan suaranya di 
Pemilihan Legislatif  (Pi-
leg) 2024.

“Tapi ya sekarang 
fokusnya masih legislatif, 
jadi nanti setelah legisla-
tif  saya rasa para ketum 
parpol itu akan masing-
masing rapat internal 
baru akan memutuskan 
ke mana begitu,” katanya.

Seperti diketahui, pa-
sangan  Anies-Muhaimin 
dalam Pilpres 2024 didu-
kung oleh tiga parpol, 
yaitu Partai Nasdem, Par-
tai Kebangkitan Bangsa 
(PKB), dan Partai Keadi-
lan Sejahtera (PKS).

Sedangkan, pasangan 
Ganjar dan Mahfud, didu-
kung dua parpol yang ada 
di parlemen,  yaitu PDI-P 
dan Partai Persatuan Pem-
bangunan (PPP).

Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) sampai 
saat ini masih belum 
mengumumkan hasi l 
penghitungan suara sah 
Pileg dan Pilpres 2024. 
Prosesnya penghitungan 
masih berjalan.  mei
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SIDANG UJI MATERIIL 
PERPPU CIPTA KERJA
Ketua MK Suhartoyo 
(tengah) menyaksikan 
ahli presiden meng-
ucapkan sumpah saat 
memimpin sidang uji 
materiil penetapan  
Perppu Cipta Kerja di 
Gedung MK, Jakarta, 
Senin (26/2). Sidang 
Pengujian Materiil Un-
dang-Undang Nomor 
6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang No-
mor 2 Tahun 2022 ten-
tang Cipta Kerja men-
jadi Undang-Undang 
dengan pemohon se-
jumlah organisasi bu-
ruh itu beragendakan 
mendengarkan kete-
rangan ahli presiden. 

JAKARTA (IM) - Men-
teri Agraria dan Tata Ru-
ang/Kepala Badan Pertana-
han Nasional (ATR/BPN), 
Agus Harimurti Yudhoyono 
(AHY), sempat bertegur sapa 
dengan Kepala Staf  Kepres-
idenan Moeldoko, saat ked-
uanya akanmengikuti sidang 
kabinet paripurna, di Istana 
Negara, Senin (26/2).

AHY dan Moeldoko 
tam pak saling melempar se-
nyum, dan kemudian berja-
bat tangan. Keduanya pun 
sempat berbincang sebentar. 
Setelahnya keduanya bertegur 
sapa dengan para menteri 
dan kepala lembaga lain yang 
hadir.

Sebelum memasuki Istana 
Negara, AHY sempat ditanyai 
wartawan apakah ada ada 
waktu khusus untuk bertemu 
Moeldoko se telah sidang 
kabinet pa ripurna. Namun 
agus meng aku hanya fokus 
pada si dang kabinet, karena 
hal itu merupakan hal perdana 
bagi dirinya sebagai menteri.

"Waktu khusus? Wah 
kalau waktu khusus ga tau 
ya. Yang jelas saya datang 
memenuhi undangan untuk 
sidang kabinet paripurna. 
Yang jelas saya tidak ingin 
tidak fokus," kata AHY, di 
Kompleks Istana Kepre si-
denan, Jakarta, Senin (26/2).

"Yang pertama saya da-
tang untuk mengikuti de-
ngan baik. Saya juga ingin 
ber kenalan, bersilaturahmi 
dgn semua menteri kabinet 
Indonesia Maju karena semua 
adalah kolega. Semua adalah 
mitra yang harus saya ke-
nali dan berhubungan de ngan 
baik," ujar AHY.

Menurut informasi, Ke-
pa la Staf  Presiden Moeldo ko 
tidak hadir dalam pe lan  tikan 
AHY dan Hadi Tjahjanto di 
Istana Negara, Jakarta.

Diketahui, hubungan an-
tara AHY dan KSP Moeldo-
ko tidak begitu baik, setelah 
Moeldoko dituding ingin 
mengkudeta AHY dari ja-
batan Ketua Umum Partai 

Demokrat.

Akan Undang AHY
Moeldoko menyebut 

mo men salamannya dengan 
AHY merupakan hal yang 
biasa. "Namanya juga satu 
re kan kabinet, ini biasa," 
kata Moeldoko di Kompleks 
Istana Kepresidenan, Jakar ta, 
Senin (26/2).

Moeldoko menyebut hu-
bungannya dengan AHY 
dalam keadaan baik-baik saja. 
Dirinya pun tidak menutup 
kemungkinan bakal meng-
undang AHY ke kantornya 
di KSP.

"Bisa aja saya undang ke 
kantor kan," kata Moeldoko.

Moeldoko memastikan, 
bahwa sengketa Partai De-
mokrat terdahulu tidak akan 
mengganggu hubungan ker-
janya dengan AHY.

"Ga ada mengganggu 
hu bungan kerja, tetep ga ada 
alasan apapun. Kita berbicara 
efektifi tas pemerintah," kata 
Moeldoko.  han

Momen Ketika AHY dan Moeldoko
Bersalaman Sebelum Sidang Kabinet

KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama,
Menag: Untuk Memberikan Kemudahan
Selama ini KUA hanya berfungsi tempat 
pencatatan pernikahan umat Islam. Se-
dangkan pencatatan nikah agama lain 
dilakukan di Kantor Pencatatan Sipil.

JAKARTA (IM) - Men-
teri Agama Yaqut Cholil Qou-
mas mengatakan, menjadi-
kan Kantor Urusan Agama 
(KUA) sebagai pencatatan 
dan tempat pernikahan semua 
agama di Indonesia adalah un-
tuk memberikan kemudahan.

Sebab selama ini, KUA 
hanya berfungsi sebagai tem-
pat pencatatan pernikahan 
umat Islam. Sedangkan pen-
catatan nikah agama lain di-
lakukan di Kantor Pencatatan 
Sipil.

"Selama ini kan saudara-
saudara kita non-islam men-
catatkan pernikahannya di 

catatan sipil. Kita kan ingin 
memberikan kemudahan. 
Masak enggak boleh mem-
berikan kemudahan kepada 
semua warga negara?" kata 
Yaqut saat ditemui di Kom-
pleks Istana Kepresidenan, 
Jakarta Pusat, Senin (26/2).

Rencana menjadikan 
KUA  untuk tempat penca-
tat an pernikahan untuk semua 
agama masih terus dibicara-
kan antara Direktur Jenderal 
Bina Masyarakat (Dirjen Bi-
mas) di Kemenag. Belum 
la ma ini, para Dirjen sudah 
ber temu untuk membahas 
ke mungkinan tersebut. Begitu 

pula untuk membicarakan 
me kanisme, regulasi, maupun 
pe nyesuaian yang diperlukan.

"Kita lagi bicarakan ini. 
Kita lagi bicarakan. Ini kan 
ga gasan yang kita lontarkan 
untuk segera di-follow up," 
ucap Yaqut.

Yaqut mengakubahwa  ke-
menterian siap jika harus me-
revisi Undang-Undang (UU) 
untuk mengakomodir usulan 
tersebut. Intinya, pembahasan 
ini akan melibatkan semua pi-
hak terkait (stakeholder).

"Saya sih optimis lah kalau 
untuk kebaikan untuk semua 
warga bangsa, kebaikan selu-
ruh umat agama, mau merevisi 
undang-undang atau apa pun, 
saya kira orang akan memberi-
kan dukungan," jelas Yaqut.

Sebelumnya, Direktur 
Jenderal Bimbingan Masyara-
kat Islam (Dirjen Bimas Is-

lam) Kemenag Kamaruddin 
Amin mengatakan, KUA 
se bagai pusat layanan lintas 
ke agamaan akan diluncurkan 
pa da 2024.

"Tahun ini pula segera 
ka mi launching KUA sebagai 
pusat layanan keagamaan lin-
tas fungsi dan lintas agama," 
ujar Kamaruddin.

Pihaknya akan menyulap 

KUA selaku Unit Pelaksana 
Teknis (UPT) di bawah bi-
naan Direktorat Bimas Islam 
menjadi tempat layanan ke-
agamaan bagi seluruh lapisan 
masyarakat.

"Meskipun hanya terben-
tuk di 5.917 kecamatan, tetapi 
melayani masyarakat yang 
ter sebar di 7.277 kecamatan," 
pa parnya.  hanDugaan Ada Korupsi Pengadaan

Kelengkapan Rumah Jabatan DPR
JAKARTA (IM) - Ko-

misi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) menduga aki-
bat  rasuah pengadaan ke-
lengkapan rumah jabatan 
DPR RI, menimbulkan 
kerugian keuangan negara 
hingga miliaran rupiah.

Juru Bicara Penindakan 
dan Kelembagaan KPK 
Ali Fikri mengatakan, pe-
nyidik menjerat pelaku 
dengan pasal kerugian ke-
uangan negara.

"(Kerugian) miliaran 
ru piah," kata Ali saat dihu-
bungi, Senin (26/2).

KPK sejak tahu lalu 
me mang tengah menye-
li diki dugaan korupsi di 
ling kup lembaga legislatif. 
Pada 31 Mei 2023, KPK 
memanggil Sekretaris Jen-
deral (Sekjen) DPR RI, 
Indra Iskandar sebagai 
ter periksa untuk dimintai 
ke terangan oleh penyelidik.

Usai jalani pemerik-
saan, Indra enggan me-
nanggapi wartawan. Ia 
bah kan berlari-lari kecil 

menghindari para war-
tawan yang akan mence-
carnya sejumlah perta-
nyaan.

Setelah hampir se-
tahun, penyelidik, pe-
nyidik, Jaksa, pejabat 
struktural, dan pimpin an 
KPK, akhirnya berse-
pakat meningkatkan per-
kara itu ke tahap penyi-
dikan.

"Itu sudah sepakat 
dalam gelar perkara naik 
ke proses penyidikan," 
kata Ali dalam konfer-
ensi pers di gedung Me-
rah Putih KPK, Jakarta 
Selatan, Jumat (23/2) 
lalu.

Sebagai informasi, 
ketika KPK telah me-
mutuskan meningkat-
kan perkara ke tahap 
penyidikan, pasti telah 
ditetapkan pihak yang 
menjadi tersangka. Mes-
ki demikian, Ali eng-
gan mengungkap siapa 
tersangka dalam dugaan 
korupsi ini.  mei
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AKSI FORUM MASYARAKAT MAHASISWA TIMUR
DI KANTOR ICW

Massa Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa 
Timur Cinta NKRI membakar ban dan mem-
bawa poster saat aksi unjuk rasa di Kantor 
Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, 
Senin (26/2/2024). Dalam aksi tersebut mereka 
menegaskan bahwa bukan kelompok preman 
serta menyikapi rasisme terhadap masyarakat 
Indonesia Timur.


